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ABSTRAK 

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada 

pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengharuskan setiap pelaku UMKM 

untuk memiliki perizinan berusaha. Daerah Kabupaten Sijunjung terkhusus 

Kecamatan Sijunjung masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan 

berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan penertiban oleh pemerintah 

terhadap pelaku usaha yang melanggar. Untuk itu penulis mengambil dua macam 

permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan 

penertiban terhadap UMKM yang tidak memiliki perizinan berusaha serta apa 

kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban UMKM 

yang tidak memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung Kabupaten 

Sijunjung. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan 

dengan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data 

yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta pengumpulan data 

menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan 

oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Sijunjung 

terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang tidak 

memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung belum 

terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada dengan berbagai kendala baik 

kendala internal maupun kendala eksternal. 
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